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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ROHMA KASTURIN  binti SUKIRMAN,  tempat tanggal lahir Kediri,  10

Juni 1984 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,  pendidikan  SLTA,  tempat  tinggal  di  RT  15, Dusun

Sumber  Dadi,  Desa  Mentawak  Baru,  Kecamatan  Air  Hitam,

Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

MOCHAMAD MUCHDHOR bin  ABDOEL MUIN,  tempat  tanggal  lahir

Surabaya,  05  Oktober  1978  (umur  39 tahun),  agama  Islam,

pekerjaan  Wira  Swasta  (Bengkel),  pendidikan  SLTA,  tempat

tinggal dahulu di RT 15, Dusun Sumber Dadi, Desa Mentawak

Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sekarang

tidak  diketahui  lagi  alamatnya  di  seluruh  wilayah  Republik

Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti

di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal  08 Januari 2018

yang  telah  terdaftar  dalam register  perkara  Pengadilan  Agama Sarolangun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 08 Januari 2018, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  03  Mei  2007  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  akad  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tugu, Kabupaten  Trenggalek,

Propinsi Jawa Timur sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor 133/05/V/2007, Seri BG, tanggal 03 Mei 2007 dan sesaat setelah

akad nikah Tergugat ada mengucapkan  shighat ta’lik talak yang bunyinya

sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan

Tergugat bertempat tinggal dirumah Kontrakan selama 2 tahun di Surabaya,

kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Kediaman Sendiri

di  Trenggalek  selama  4  tahun,  kemudian  Penggugat  dengan  Tergugat

Pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat

di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah

bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul) dan  telah

dikaruniai 1 orang anak:  M. Fachri Habiburrohman, umur 10 tahun,

4. Bahwa  Penggugat  telah  menunaikan  kewajiban  Penggugat  sebagai

istri;

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Tergugat pergi meninggalkan

tempat  kediaman  bersama  tanpa  pamit  terhadap  Penggugat  hingga

sekarang Tergugat tidak pernah kembali  dan tidak pernah pula memberi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita tentang keberadaan Tergugat  yang sampai  sekarang sudah

terhitung lebih kurang 3 tahun 4 bulan;

6. Bahwa selama 3 tahun 4 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan

nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat

Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat

telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak

yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan

dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

8. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  uang  ‘iwadh  sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan

pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat

Keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Mentawak  Baru,

Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

10. Bahwa  oleh  karena  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  yang

sampai  sekarang  sudah  terhitung  lebih  kurang  3 tahun  4  bulan,  maka

Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada

harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat

dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

ini berkenan untuk: 

Primer:

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat dengan ‘iwadh

sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan  pembayaran  biaya  perkara  ini  sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  sendiri,  sedang Tergugat  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula  menyuruh

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas

panggilan  Nomor  13/Pdt.G/2018/PA.Srl,  tanggal  15  Januari 2018 dan  13

Februari 2018,  ia  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dengan  prosedur

pemanggilan  ghaib  melalui  Radio  Prima  Angkasa  Sarolangun.  Sehingga

Tergugat  tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  persidangan  dilanjutkan

dengan tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan  pihak  yang  berperkara  di  persidangan  dengan  menasehati

Penggugat  agar  tetap  mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak

pernah  hadir  ke  persidangan,  maka  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan

membacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan  Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang

aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan  Tugu, Kabupaten  Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, Nomor

133/05/V/2007,  Tanggal  03  Mei 2007,  yang  telah  dimeterai  dan  di-

nazzegelen  di  kantor pos,  lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya

diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Rosmina binti  Rasmidi,  umur  35 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 15, Dusun Sumber

Dadi, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  suami  Penggugat bernama  Mohamad

Muchdar;

-  Bahwa, saksi  kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat

pada tahun 2009;;

-  Bahwa,  saksi hadir pada saat  Penggugat dan Tergugat  melangsungkan

akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

-  Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tingga satu rumah lagi sejak bulan

Desember 2011 sampai sekarang;

-  Bahwa, Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat,  saksi  mengetahuinya

dimalam hari;

-  Bahwa, selama  pergi  Tergugat  tidak  pernah  mengirim  nafkah  kepada

Penggugat  dan  tidak  ada  harta  yang  tinggalkan  sebagai  pengganti

nafkah;

-  Bahwa,  sejak  Tergugat  pergi,  untuk  kebutuhan  sehari-hari  Penggugat

dibantu  orangtuanya  disamping  itu  Penggugat  juga  bekerja  sebagai

tenaga honorer dan juga membuka salon kecantikan;

- Bahwa, Penggugat tidak pernah mencari Tergugat.

2. Abdul Mutholib bin Matoha, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di RT  15,  Dusun Sumber Dadi,

Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
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Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

-  Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sekira 500 meter;

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Tergugat  yaitu  suami  Penggugat sejak

menikah dengan Penggugatl;

- Bahwa, saksi  tidak hadir  pada saat Penggugat  dan Tergugat  menikah

karena sakit namun saksi dapat undangannya;

- Bahwa,  saksi  sering  berkunjung  ke  rumah  Penggugat  dan  Tergugat

minimal satu kali dalam sebulan;

-  Bahwa, rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak harmonis,

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2016 hingga

sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab kepergian Tergugat dari cerita oarang

lain  karena  Tergugat  banyak  hutang  dan  menagih  hutang  kepada

Penggugat;

-  Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada

Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti

nafkah;

- Bahwa, untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tenaga

honorer  di  kantor  dinas  pertanian  dan  juga  membuka  uasaha  salon

kecantikan.

Bahwa,  Penggugat  mencukupkan  keterangan  kedua  orang  saksi

tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan

memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan

mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan

gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan

Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha  dengan  sungguh-

sungguh  mendamaikan  dengan  menasehati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  di  setiap  persidangan

quod est Pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Jo.  Pasal  31  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan,  akan  tetapi  usaha  tersebut  tetap  tidak  berhasil

sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat

(3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir

selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  legal  standing Penggugat

dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  perkara  a  quo Penggugat

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,

yang  telah  melaksanakan  pernikahan  sesuai  dengan  aturan  perundang-

undangan  tentang  perkawinan  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan  Republik

Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat

mengajukan alat  bukti  tertulis  berupa bukti  P.  yang aslinya  merupakan akta

autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan

pembuktian  yang  mengikat  dan  sempurna.  Oleh  karena  itu  berdasarkan

ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  pernikahan  sah,  sehingga

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

kompetensi  Pengadilan  Agama Sarolangun  dalam mengadili  perkara  a  quo,

yaitu kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dipertimbangkan di

atas,  terbukti  bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  menurut  aturan  pernikahan  yang  berlaku  dalam  agama  Islam,

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Pengadilan  Agama  Sarolangun  memiliki  kompetensi  absolut  untuk

mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat

dapat  disimpulkan  bahwa pada  tanggal  10  September 2014 Tergugat  pergi

tanpa  pamit  kepada  Penggugat  sampai  sekarang  Tergugat  tidak  pernah

kembali  dan tidak  pernah lagi  memberi  kabar  tentang keberadaan Tergugat

yang sekarang Tergugat sudah pergi lebih  tiga tahun empat bulan, selama itu

Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan

harta  yang  dapat  Penggugat  jadikan  sebagai  nafkah  serta  selama  waktu

tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, dengan

demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya

sesaat  setelah  melangsungkan  akad  pernikahan  dengan  Penggugat  dan

Penggugat  tidak  ridha  atas  sikap  Tergugat  tersebut,  Penggugat  bersedia

membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,-00 (sepuluh ribu rupiah),  Tergugat

tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di wilayah Republik

Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan

oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Mentawak baru, Kecamatan Air

Hitam, Kabupaten Sarolangun tanggal 06 Januari 2018;
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Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu  khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh

sebesar Rp10.000,-00 (sepuluh ribu rupiah);

3.  Membebankan  pembayaran  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  akan  menjawab  petitum  gugatan

Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan  dengan

pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena

berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  akan  Majelis  Hakim  pertimbangkan

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum  gugatan  Penggugat  poin  2,

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir,

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  sedang  ketidakhadirannya  tersebut  bukan

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat

tidak hadir ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  dengan  ketidakhadiran  Tergugat  di  persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh
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dalil  gugatan Penggugat,  sehingga dalil  gugatan Penggugat  dianggap benar

dan  terbukti,  namun  demikian  karena  perkara  ini  merupakan  perkara

perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi

dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan

kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  dua  orang  saksi,  yang  masing-masing  saksi

tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh

Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya menerangkan bahwa saksi  kenal  dengan kedua belah pihak yang

berperkara karena saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat

dan Tergugat,  rumah tangga Penggugat  dan Tergugat sudah tidak harmonis

karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun empat

bulan, tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada

Penggugat dan anaknya, Tergugat  tidak diketahui  keberadaannya di  seluruh

wilayah  Republik  Indonesia,  saksi-saksi  sudah  berusaha  menasehati

Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi  yang diajukan oleh Penggugat

telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan

di  bawah  sumpah  yang  mana  keterangan  tersebut  saling  bersesuaian  dan

berdasarkan pengetahuan saksi  sendiri,  maka oleh sebab itu  Majelis  Hakim

berpendapat berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg Jo. Pasal

1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi

syarat  materil  dan  formil  untuk  dijadikan  bukti,  sehingga  patut  untuk

dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang

saksi  tersebut,  Majelis  Hakim telah  menemukan fakta  hukum bahwa rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan pecah (broken marriege)
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hal  ini  dikuatkan dengan kepergian Tergugat  dari  rumah kediaman bersama

yang  sampai  saat  ini  Tergugat  tidak  ada  kabar  berita  dan  tidak  diketahui

keberdaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta Tergugat

tidak pernah mengirim nafkah wajib untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang,  bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang

saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat

telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun empat bulan yang lalu

hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun

batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta

tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat  digunakan oleh Penggugat

sebagai  pengganti  nafkah,  sedangkan  sewaktu  akad  nikah,  Tergugat  ada

mengucapkan sighat taklik talak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4, yakni

Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak tiga

tahun enam bulan yang lalu; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  melanggar  sighat  talik  talaknya,

berarti  Tergugat  telah  melalaikan kewajibannya sebagai  suami  sebagaimana

terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan,  yang  berarti  pula  Tergugat  telah  menelantarkan

Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan

mengakibatkan kemudharatan bagi  Penggugat,  oleh karena itu  menceraikan

Penggugat  dari  Tergugat  merupakan solusi  terbaik  dan  maslahah dari  pada

tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik

talak  sebagaimana  tersebut  di  atas,  kemudian  ternyata  Tergugat  bersedia

menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh,

maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah

terpenuhi,  dan  dengan  demikian  talak  Tergugat  terhadap  Penggugat  benar-

benar terwujud;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk

mengemukakan sebuah dalil syar’i yang terdapat Kitab Tanwirul Qulub halaman

362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الشرط         وجود عند وقع شرط على الطلق علق فإذا

Artinya  :"  Apabila  suami  mengantungkan  talak  dengan  suatu  syarat,  maka
jatuhlah talaknya dengan terwujudnya  syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim menilai  gugatan Penggugat telah mempunyai cukup

alasan dan tidak melawan hukum, karena telah bersesuaian dengan ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum

gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

khul’i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  petitum  gugatan  Penggugat  poin  3,  oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  petitum  gugatan  tersebut  patut  dikabulkan  dengan

membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  atas

masing-masing petitum gugatan Penggugat di  atas, maka menjawab petitum

gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mewakilkan kepada orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah,

maka  quod  est ketentuan  Pasal  149  R.Bg.  gugatan  Penggugat  dikabulkan

dengan verstek;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Srl. hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (MUCHAMAD MUCHDOR BIN

ABDUL  MUIN)  terhadap  Penggugat  (ROHMA KASTURIN  binti

SUKIRMAN) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  seluruh  biaya

perkara yang hingga kini  dihitung sebesar  Rp606.000,-  (enam ratus

enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 M

bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1439 H, oleh kami Korik Agustian,

S.Ag.,  M.Ag., sebagai  Ketua  Majelis,  Zakaria  Ansori,  S.H.I.,  M.H.,  dan

Ermanita Alfiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ibnu

Hajar, B.A., sebagai  panitera  pengganti  dan dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS
 

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ibnu Hajar, B.A.
     

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp    30.000,-
2. Biaya Proses : Rp    50.000,-
3. Biaya Panggilan      : Rp   515.000,-
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